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MigasBatubara

Perkebunan

Industri Pengolahan

Perikanan

Sumber daya batubara 48,18 juta
ton (peringkat 2 nasional) di
Seluruh Prov. Kaltim

Potensi Ekonomi Kaltim

Cadangan minyak bumi 463,6 juta barel terdiri
atas proven 265,1 juta barel, probable 145,1
juta barel, dan possible 53,4 juta barel
(peringkat 5 nasional) di Kota Balikpapan dan
Kota Bontang

v Sumber daya batubara 48,18 juta ton
(peringkat 2 nasional).

v Kegiatan lapangan usaha sekunder
penggerak ekonomi wilayah provinsi di Kota
Bontang, KI Balikpapan–PPU, Kota
Samarinda, dan KEK Maloy

v Luas perkebunan kelapa sawit terluas nomor 6nasional, 1,08
juta hektar dan produksi tertinggi nomor 5 nasional, 2,9 juta ton
(Statistik Pertanian, Kementan, 2019).

v Kawasan perkebunan kelapa sawit sebagai kegiatan lapangan
usaha primer di Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kertanagara, Kab.
Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Paser, dan Kab. PPU.

v Keunggulan produksi perikanan tangkap laut (Balikpapan dan 
Kukar)

v Keunggulan produksi perikanan umum daratan (Kukar dan PPU)
v Keunggulan produksi perikanan budi daya (Berau, PPU dan Paser)



KONDISI INVESTASI PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN 

TIMUR

Total Lahan yang dipergunakan
untuk sektor Kehutanan, 
Perkebunan, maupun
Pertambangan seluas 8.893,67 Ha

841	DESA	:
1. 87 Mandiri
2. 312 Maju
3. 387 Berkembang
4. 54 Tertinggal
5. 1 Sangat Tertinggal
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EKSPOR IMPOR

STRUKTUR EKONOMI KALTIM
MENURUT LAPANGAN USAHA

Pertambangan
45,94%

Pertanian, Kehutanan
& Perikanan
8,53%

Industri Pengolahan
17,49%

Konstruksi
8,70%

Sumber : BPS Prov. Kaltim (Triwulan I Tahun 2022)
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EKONOMI KALTIM
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PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN KALTIM

Periode Kayu 
dan Migas

(1970-1995)

Periode Migas
(1970-1995)

Periode Batu Bara dan 
Migas

2007 – saat ini 

Transformasi 
Ekonomi

(2010 – 2030)

Inovasi Teknologi
(2030 – 2050)

Kalimantan Timur telah mempersiapkan perubahan ekonomi menuju pembangunan yang lebih
seimbang, yakni antara pemanfataan potensi Sumber Daya Alam untuk pertumbuhan ekonomi

dengan jaminan keberlanjutan Kaltim untuk generasi mendatang

@bappedaKaltimbappeda.kaltimprov.go.id

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

A

B

Tingginya Tingkat Kemiskinan

Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingginya Angka Indeks Gini

Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup

ß

ß
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CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN KALTIM

No Indikator Target 2021
Capaian

2021
Target 
2022

Target 
2023

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 76,75 76,24 77,25 77,75
2 Tingkat Kemiskinan (%) 6,05 6,54 6,00 5,90
3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,81 6,83 6,75 6,50
4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) -1 2,48 3,5±1 3,5±1
5 PDRB Per Kapita (Juta Rp) 167,5 182,54 172 175
6 LPE Non Migas dan Batubara (%) 1,5 2,69 2,00 2,50
7 Nilai Tukar Petani 112 120,94 113 114
8 Indeks Gini 0,313 0,334 0,313 0,308
9 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75,95 75,06 76,05 76,15

10 Indeks Reformasi Birokrasi B (71,00) B (68,47) B (71,50) B (72,00)



TARGET  KINERJA  EKONOMI  KALT IM 
D EN G A N  T RA N S F O RM A S I  EK O N O M I

KONDISI SAAT INI

PERTANIAN

PERTAMBANGAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

PERDAGANGAN, AKOMODASI,
MAKAN DAN MINUM

LISTRIK, GAS DAN AIR

KONSTRUKSI

JASA KEUANGAN

JASA LAINNYA

EKSPOR
PRODUK 
OLAHAN

HARAPAN DI MASA 
MENDATANG

PERTAMBANGAN
44,74%

PERTAMBANGAN
17%

PERTANIAN
8,43% PERTANIAN

10%

INDUSTRI 
PENGOLAHAN

18,01%

INDUSTRI PENGOLAHAN
42%

EKSPOR
BAHAN 

MENTAH

PERDAGANGAN, 
AKOMODASI, MAKAN DAN 

MINUM
7,11%

PERDAGANGAN, AKOMODASI, 
MAKAN DAN MINUM

20%

Strategi : Pengembangan industri
turunan dari sektor perkebunan, 
tanaman pangan, perikanan, dan
pertambangan.

Pertumbuhan Ekonomi : 8 – 10%
Pengangguran : 4 – 6%
Kemiskinan : 3 – 4%
Inflasi : 5%

Target ke depan

Dalam mencapai target 
transformasi ekonomi
di masa mendatang, 
maka diperlukan
investasi.

2013

2015

2020

2030

91 trilyun

TAHUN INVESTASI

224 trilyun

1.057 trilyun

bappeda.kaltimprov.go.id @ bappedaKaltimKaltimBerdaulatChannel



L A MB AT NYA  T RA NS FO RMA S I  
E KO NO MI  ME NU JU  P E NG E L O L A A N 
S U MB E R  DAYA  A L A M B E R K E L A NJU TA N

LAMBATNYA
TRANSFORMASI
EKONOMI

Belum optimalnya kapasitas fiskal
dalam pendanaan pembangunan

Ekspor Kaltim masih didominasi 
produk primer (Migas dan Batubara)

Rendahnya nilai tambah industri 
pengolahan non migas

Rendahnya produksi dan 
produktivitas tanaman pangan dan 
hortikultura dalam pemenuhan 
pangan lokal

Rendahnya produksi sumber pangan 
hewani asal ternak

Produktivitas perkebunan 
masih rendah

Rendahnya produksi 
perikanan

Pengelolaan 
kawasan dan 
pemanfaatan 

hasil hutan dan 
bukan kayu 

belum optimal

Belum optimalnya realisasi nilai 
investasi di luar sektor pertambangan

Rendahnya kontribusi UMKM 
dan Koperasi bagi 
perekonomian daerah

Kontribusi sektor pariwisata 
dan EKRAF masih rendah

bappeda.kaltimprov.go.id @ bappedaKaltimKaltimBerdaulatChannel

1. Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara
mitra dagang utama Kalimantan	Timur;

2. Pemulihan	kondisi sosial-ekonomi	masyarakat	akibat	
pandemi COVID-19;

3. Konflik	Rusia-Ukraina,	Perang dagang Australia-
Republik Rakyat	Tiongkok,	serta potensi ketegangan
di	Timur	Tengah mempengaruhi	harga	komoditas
(kenaikan harga minyak mentah;	

4. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah
karbon (pelaksanaan COP-26);

5. Kebijakan	pemerintah	pusat	ekspor	bahan	mentah	
(pemenuhan DMO	batubara);

6. Tren fluktuasi harga minyak dunia	yang	masih terus	
berlanjut;

7. Implementasi energi baru terbarukan di	Kawasan	
Asia	Timur;

8. Meningkatnya angka kemiskinan dan	pengangguran
akibat pandemi COVID-19.

TANTANGAN DAN PELUANG PEREKONOMIAN DAERAH 
TAHUN 2022 & 2023

ß

ß

TANTANGAN PELUANG
1. Momentum	dipilihnya Kalimantan	Timur	sebagai IKN	

dan	telah	ditetapkannya	Undang-Undang tentang	
IKN;

2. Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang
minyak Balikpapan/Refinery	Development	Master	
Plan	Refinery	Unit	V	(RDMP	RU	V	Pertamina)	dan
dimulainya produksi secara bertahap;

3. Akselerasi proyek investasi swasta (Proyek Coal	to	
Methanol,	pengembangan pabrik pengolahan CPO	
dan industry	petrokimia;

4. Peningkatan harga	komoditas	dan	kinerja ekspor
batu	bara;

5. Beroperasinya sumur migas baru (Pengeboran 17	
sumur baru tahun 2022);

6. Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi;
7. Optimaliasasi Kebijakan B20,	B30,	serta rencana B40;
8. Optimalisasi Kawasan Industri dan KEK;
9. Penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

AKOMODASI 
RENCANA

PEMINDAHAN 
IKN DALAM 
DOKUMEN 
DAERAH

PENYESUAIAN 
DALAM 

DOKUMEN
P-RPJMD 

KALTIM 2019-
2023

PENYELARAS
AN ISU 

STRATEGIS 
PEMBANGUN

AN DALAM 
DOKUMEN 

RKPD

PENYESUAIAN 
RENSTRA DAN 

RENJA 
PERANGKAT 

DAERAH

PENINJAUAN 
KEMBALI 
RENCANA 

TATA RUANG 
WILAYAH

AKOMODASI 
DALAM 

RENCANA 
ZONASI 

WILAYAH 
PESISIR DAN 

PULAU2 
KECIL

Supporting
Pembangunan IKN

Sesuai Kewenangan

A.	Revisi RPJMD
1. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18	Tahun 2020	tentang

Rencana Pembangunan	Jangka Menengah Nasional	Tahun 2020-
2024	yang	didalamnya telah mengakomodir keputusan
pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu	Kota	Negara	(IKN)	
ke Kalimantan	Timur,	yang	mana	hal dimaksud belum tercantum
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan	Timur;

2. Konsistensi antara perencanaan dan	keuangan daerah berupa
perbaikan atau perubahan klasifikasi,	kodefikasi dan	nomeklatur
perencanaan pembangunan dan	keuangan daerah sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 90	Tahun 2019	dan	
pemutakhirannya.

3. Mewujudkan koordinasi,	integrasi,	sinergi dan	sinkronisasi
pembangunan dalam menghadapi gejolak sosial dan	ekonomi
akibat pandemi COVID-19;

B.		Isu Strategis dalam Revisi RTRW	Provinsi
1. Penetapan Ibukota Negara	Baru di	Kalimantan	Timur;
2. Pertambahan Penduduk diproyeksi 1,5	Juta	di	Kalimantan	Timur	

setelah adanya IKN;
3. Daya Tampung Kemampuan lahan diatas 50	%	namun berpotensi

untuk mengalami penurunan;
4. Potensi kerusakan Lingkungan,	Banjir,	longsor dll sebagai akibat

padatnya aktivitas ruang;
5. Kebutuhan Infrastruktur (PU,	Perhub,	Energi,	dll)	dalam

perwujudan ruang.

PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN KALTIM TERHADAP IKN



ISU STRATEGIS RPJMD P 2019-2023

Pemenuhan Standar 
Pelayanan Minimal 
(SPM)

Reformasi Struktural Menuju Tatanan Normal 
Baru Pasca Covid-19

Pemerintahan yang 
Profesional dan Akuntabel

Pembangunan Ibu Kota 
Negara (IKN)

Percepatan Transformasi Ekonomi 
Berbasis  SDA tidak terbarukan ke 
SDA Terbarukan (Vertikal maupun 

Horizontal) 

Peningkatan Kualitas 
Lingkungan Hidup

Peningkatan Daya Saing  
Manusia (SDM)

Peningkatan Aksesbilitas dan 
Penguatan Konektivitas serta 
Pengembangan Infrastruktur 

Dasar Pembangunan

bappeda.kaltimprov.go.id @ bappedaKaltim



KONSEP PENGEMBANGAN WILAYAH PROV. KALTIM

Kawasan hutan untuk melindungi 
Kawasan bawahannya dari bencana 
lingkungan di bagian hulu 
pegunungan Kab. Mahakam Ulu, Kab. 
Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, 
Kab. Kutai Timur, dan Kab. Berau.

Kawasan pertambangan mineral dan 
batubara serta Kawasan perkebunan 
kelapa sawit sebagai kegiatan 
lapangan usaha primer di Kab. Kutai 
Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. 
Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Paser, 
dan Kab. PPU. Perkebunan kelapa 
sawit diharapkan dapat menjadi 
lapangan usaha unggulan utama.

DPN Derawan Berau dan sekitarnya 
untuk Kawasan pariwisata sebagai 
kegiatan lapangan usaha tersier.

Kawasan peruntukan industri:
1. Industri hulu agro/oleofood, 

oleokimia,
2. Industri kimia dasar berbasis migas & 

batubara sbg kegiatan lapangan 
usaha sekunder penggerak ekonomi 
wilayah Provinsi di Kota Bontang, KI 
Balikpapan-PPU, Samarinda dan KEK 
MBTK.

Kawasan Perkotaan Balikpapan, 
Samarinda, Tenggarong, Bontang, & IKN 
sbg pusat pertumbuhan utama dgn keg 
lapangan usaha tersier.

Kawasan pertambangan migas sbg 
kegiatan lapangan usaha primer dan 
penyedia energi nasional

Koordinasi	Pemantauan	Penanaman	Modal	dan	Progress	Implementasi	UUCK	serta	OSS-RBA



SINERGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN PROVINSI KALTIM

PRIORITAS :
1. Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan

berdaya saing
2. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal
3. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor

pertanian dalam arti luas
4. Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara

berkelanjutan
5. Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan

aksesibilitas infrastruktur wilayah
6. Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan

publik yang berpihak pada kedaulatan daerah

Tema RKP 2023 :
Peningkatan Produktifitas untuk Transformasi

Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

PRIORITAS :
1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan

Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan dan

Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran disertai

Peningkatan Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset

Terapan
6. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi

Energi dan Respon terhadap Perubahan Iklim
7. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar

(Air Bersih dan Sanitasi)
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Tema RKPD Kaltim 2023 :
Peningkatan Produktivitas guna mewujudkan Ketahanan

Sosial dan Ekonomi Daerah yang inklusif dan Berkelanjutan
dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat



AKOMODASI 
RENCANA

PEMINDAHAN 
IKN DALAM 
DOKUMEN 
DAERAH

PENYESUAIAN 
DALAM 

DOKUMEN
P-RPJMD 

KALTIM 2019-
2023

PENYELARAS
AN ISU 

STRATEGIS 
PEMBANGUN

AN DALAM 
DOKUMEN 

RKPD

PENYESUAIAN 
RENSTRA DAN 

RENJA 
PERANGKAT 

DAERAH

PENINJAUAN 
KEMBALI 
RENCANA 

TATA RUANG 
WILAYAH

AKOMODASI 
DALAM 

RENCANA 
ZONASI 

WILAYAH 
PESISIR DAN 

PULAU2 
KECIL

Supporting
Pembangunan IKN

Sesuai Kewenangan

A. Revisi RPJMD
1. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 yang didalamnya telah mengakomodir keputusan
pemerintah untuk melakukan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) 
ke Kalimantan Timur, yang mana hal dimaksud belum tercantum
dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur;

2. Konsistensi antara perencanaan dan keuangan daerah berupa
perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodefikasi dan nomeklatur
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana
diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan 
pemutakhirannya.

3. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan dalam menghadapi gejolak sosial dan ekonomi
akibat pandemi COVID-19;

B.  Isu Strategis dalam Revisi RTRW Provinsi
1. Penetapan Ibukota Negara Baru di Kalimantan Timur;
2. Pertambahan Penduduk diproyeksi 1,5 Juta di Kalimantan Timur 

setelah adanya IKN;
3. Daya Tampung Kemampuan lahan diatas 50 % namun berpotensi

untuk mengalami penurunan;
4. Potensi kerusakan Lingkungan, Banjir, longsor dll sebagai akibat

padatnya aktivitas ruang;
5. Kebutuhan Infrastruktur (PU, Perhub, Energi, dll) dalam

perwujudan ruang.

PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN KALTIM TERHADAP IKN
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI TAHUN 2023 ß

ß

STRATEGI	
PEMERATAAN

MENCAPAI	
PERTUMBUHAN	

EKONOMI	3,5±1	

PERSENSTRATEGI	
STABILISASI	

EKONOMI

Mempercepat	pengurangan	kesenjangan	(antar	

individu	dan	antar	wilayah)	melalui	peningkatan	
pelayanan	dasar	pendidikan,	kesehatan,	dan	
infrastruktur	dasar	

1. Menjaga dan	meningkatkan iklim investasi di	daerah

2. Optimalisasi belanja konsumsi rumah tangga

3. Meningkatkan	kualitas	belanja	pemerintah

4. Meningkatkan surplus	perdagangan antar wilayah

1. Meningkatkan	produktivitas	dan	kualitas	hasil	produksi pertanian (dalam arti	luas)melalui	
pengembangan kawasan sentra-sentra produksi;

2. Meningkatkan	nilai	tambah	produk-produk	unggulan	dengan	penguatan	rantai	pemasaran,	
kemudahan	berusaha,	dan	insentif	investasi;

3. Penguatan daya saing infrastruktur dasar,	mencakup konektivitas,	energi,	air	baku serta
infrastruktur pendukung ekonomi lainnya



KOMITMEN PEMBANGUNAN HIJAU

• Deklarasi Kaltim Green 
(Kaltim Hijau)

• Dokumen Strategi 
Pembangunan Rendah 
Karbon (Low Carbon 
Growth Strategy/LCGS)

2010

2011
Strategi dan Rencana Aksi 
Provinsi  (SRAP) REDD+

2012
Rencana Aksi Daerah (RAD) 
Gas Rumah Kaca 
(Pergub No. 54  Tahun 2012)

2016

Dokumen Master 
Plan Perubahan 
Iklim (MPPI) Kaltim

2018

• Perda Pembangunan 
Perkebunan Berkelanjutan 
(No 7 Tahun 2018)

• Draf Akhir Perda PPI

2019
• Perda  Adaptasi & Mitigasi 

Perubahan Iklim 
(No. 7 Tahun 2019) 
• SDGs Provinsi Kaltim 2019-2023 

(Pergub No. 79 Tahun 2019)
• Kaltim Raih Nilai Tertingi 

2020

Penandatangani ERPA (Emission 
Reduction Payment Agreement) FCPF

bappeda.kaltimprov.go.id @ bappedaKaltimKaltimBerdaulatChannel

2014
Perda Kaltim No.7 Tahun 
2014 tentang RPJMD 
Kaltim 2013-2018

2015

• Kalimantan Timur ditetapkan 
sebagai Provinsi Pelaksana 
Program FCPF-Carbon Fund

• Perda Kaltim No. 1 tahun 2015 
tentang  Pedoman Pengakuan 
dan Perlindungan Masyarakat 
Hukum Adat di Provinsi 
Kalimantan Timur
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Keselarasan P-RPJMD Kaltim 2019-2023 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s)
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TERIMA KASIH
“KALTIM BERDAULAT MENUJU 

INDONESIA MAJU”


